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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

JI. Lapangan Bekasi Tengah No; 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

Membaca

Penimbang

Plensingat

NOMOR : ;2,2/Kep,14 - DMadik/T1,/2014

Surat permohonan  dari | PT Binar | S8akno - Edelweiss Nomar
OOS9SRP/EIE f XN 13 | Mdnaeal <19 | Desermber 2013  perthal
Permohonan lzim Operasional Sekalah  Dasar [SD} Edelweiss
Perumahan Jatibening Estate No: 18 Kelurahan Jaubening
Kecamatan Pondaok Gede Kota Bekasi,

#2 [

, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) EDELWEISS
KEPADA PT SINAR SAKTI EDELWEISS

WALIKOTA BEKASI,

bahwa berdaszarkan Rekomendasi Pendirian  Sckolah  dan
Badan Pélavapan Perizinan, Terpadu (BPPT] Pemerintah Kotd
Bekasi Nowmor 421.2/15-BPPT/ X117 2013 tanggal 16 Desember
2013 Tontang Pendirian Sekolah Dasar (5D Edelweiss oheho irr
Sinar Sakti- Edelweiss telah didirikan Selolah Dasar [SD]
Edelweliss;

bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurufl a, dan dalam rangks mengoperasionalkan sekolah vang
telah didifdkan tersebut perlu - diberikan  lzin  Operasional
Sekolah Dasar (8D} kepada PT Smar Sakti Edelweiss, vang
pemberian izinnva ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Kotamaedya Daerah Tingkat I Bekasi (Lembaran Nogara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4132) sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Momor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan |Lembaran
MNegara - Republik  Indonesia  Tahun 2004 Namor 115,
Tambahan Lembaran Negard Republik | Ingdenesia  Nomor
4430);
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3. Undang-Undang Womor 20 Tahun 2003 w'lmdr:g S1stemn
Pendidikan  Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

:

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang  Pemerintahan Daecrah | [Lembaran  Negara
Republik' Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844},

s Peraturan’ Pemerintah  Nomor 28 - Tahun 1990 ‘tertang
Pendidikan Dasar [Lembaran Negara Republik Indonecsia
Tahun 1990 Nemor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 teplang
Perubahan/Atas-Peraturan-Permnerintabh Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan, Dasar (Lembaran Negara ' Republik
Indonesia Tahun, 1988 Nomor 90, Tambahan Leémbaran
Negara Republile Indenesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pémerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran. Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4$462):

7. Peraturan Pemerimtah ~Nomor 38  Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsis dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kata [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 -Nomdr B2, Tambahan Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Noamar 4737},

8. Peraturan Pemermtabh Nomor 41 Tahun 2007 tentang
= Organisas) Perangkat Daerah (Lembaran Nepara Republik
1 _’i. Indonesia  Tahun, 2007 Nomor 89  Tambahan Lembaran

:'F."' Negara Republik Indonesia Nomeor 474 1);
[ )

:_:: 9, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang
Ny & Penyelenggaraan Pendidikan  di  Kota  Bekasi o (Lembaran
y - Daerah Kota Bekast Tahun 2007 Nomer 5 Seri EJ:

el

:F:: LO.Peraturan Daecrah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang

.-,!g_, Urusan  Pemerntahan  Wajib dan  Pilihan Yang Menjadi

= Kewenangan Pemerintah Kota Bekas! (Lembaran Daerah Kota

-f;l.-i Hekasi Tahun 2008 Nomor 3 Scm E);

L-._I

'l Peraturan Daerah Kolta Bekas) Nomor 06 Tabhun 2008 1énfang

[Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi

Tahun 2008 Nomor 6 Sen D] sebagaimana telah beberapa kali

dinbah tefakhir déngan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor

08 Tahun 2012 tentang Perubshan Kedua Atas Peraturan

Paerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang  Dinas

" Daerah Kata Bekasi [Lembaran Daerah 'Kota Bekasi Tehuh
2012 Nomor 8 Seri D}.
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Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U /2002
Tahun 2002 tentang Pedoman Pendinan Sekelah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan
Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi Pendirian  Sekolah  dari  Badan  Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPFT] Pemerintah Kote Bekasi Nomor
421.2/15-BPPT/XI1/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang
Penchrian Sekolah Dasar (8D) Edelweiss oleh PT Sinar Saky
Fdelweiss:

4. Akta Notaris Nomor 06 tanggal 26 Maret 2005 ientang
Pendinan PT Sinar Saku Edelweiss,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. @ KEPUTUSAN WALIKOTA  TENTANG PEMBERIAN IZIN
OUPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) EDELWEISS KEPADA PT
SINAR SAKTL EDELWEISS,

KRESATU ;. lzin Operasional Sekolah Dasar (SD) Edelweiss diberikan kepada
PT Sinar Sakti Edelweiss wang beralamat’ di Perumahan
Jatibening  Estate Noi I8 Kelurahan Jatibening Kecamaian
Pondok Gede Kota Bekasi,

KEDUA 1 Pembenan | lan Operasional  Sekolah  sebagaimana ' dimaksud
pada Dhiktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan
vang berlak,

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendhidikan kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan denn
kelancaran penyelengearaan sekolabh'tersebut.

KREEMPAT @ Keputusan iniomular berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan  akan diadakan  perubahan  dandatan perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 10 Pesbruard 2004

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

e
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B [Tembusan ;
p I'th- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diJakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di
Jakarta;
3. Kepala Dhnas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
* 4 Walikota Bekasi;
5. Inspekiur Kota Bekasi.
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